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BAB IlII

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
kendala yuridis bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang aset kripto di
Indonesia adalah Bappebti tidak dapat memaksakan agar entitas yang berasal
dari luar negeri melakukan pendaftaran sebagai pedagang aset kripto menurut
hukum Indonesia sebelum melakukan kegiatan perdagangan aset kripto di
Indonesia. Hukum Indonesia tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya
terhadap subyek hukum yang tidak berada di wilayah Indonesia dan bukan
merupakan warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, ketika terjadi suatu
aktivitas transaksi aset kripto yang berasal dari luar negeri, maka regulasi dan
tata cara perdagangannya tunduk terhadap hukum dari tempat entitas tersebut
berasal.
B. Saran
Berdasarkan penelitian diatas, maka saran yang diberikan adalah ketika
seorang investor ataupun pelanggan aset kripto ingin melakukan transaksi
perdagangan, maka investor harus terlebih dahulu melihat apakah entitas dari
pedagang aset kripto tersebut sudah memiliki izin dan terdaftar di Bappebti
sebagai pedagang aset kripto yang sesuai. Sehingga dalam melaksanakan

kegiatan perdagangan aset kripto, masyarakat sebagai pelanggan ataupun
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investor dapat melaksanakan kegiatan transaksinya secara aman dan

mendapatkan kepastian hukum.
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